KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta 12940
Tlp. +6221-5253004 Fax +6221-5253048
AR Web Site : https://www.kemenkumham.go.id

Nomor . SEK-OT.02.02-19 12 Mei 2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal . Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah

(Work From Home) dan Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke
Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Staf Ahli Menteri
3. Staf Khusus Menteri
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
5. Para Kepala Kantor Wilayah

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 Tanggal
12 Mei 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah
Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 (terlampir), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang waktu pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home)
sesuai ketentuan di atas, yang semula berakhir pada tanggal 13 Mei 2020 menjadi
tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Perihal Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik
dan/atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020
tersebut.

3. Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhi dan
melaksanakan seluruh pedoman yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh
rasa tanggung jawab.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Jenderal,

Bambang Rantam Sariwanto
NIP 196012151988021001
Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)


https://www.kemenkumham.go.id/

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA .
DAN REFORMASI BIROKRASI /2 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

Sekretaris Kabinet;

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;

Para Gubernur;

Para Bupati; dan

Para Walikota.
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SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR:54 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia, untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19,

dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal
(Work from Home)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home)
bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, diperpanjang
sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai

dengan kebutuhan.

Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work from Home)

Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) oleh
pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020,
dilakukan di rumah/tempat tinggal dimana pegawai Aparatur Sipil Negara

tersebut ditempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah.

Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan
agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak
mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar
1) Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah

dimana Instansi Pemerintah berlokasi, Pejabat Pembina Kepegawaian pada



Kementerian/Lembaga/Daerah yang bersangkutan melakukan penyesuaian
sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada
Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah dapat
menentukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal di wilayah
dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk melaksanakan
tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) selama masa
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tempat tinggalnya.

3.  Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di
Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan

dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian

dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

/12 Mei2020
Yth. 1.  Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2.  Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. ParaKepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8.  Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.
di
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SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan Surat Edaran
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dipandang perlu
untuk melakukan Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan
Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil
Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah penambahan hal sebagai berikut:

d.

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dapat melaksanakan
perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas
wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria
Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat
Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan
Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
a, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan
agar:

1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh
kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan
perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2)  Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala
Kantor bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana
Teknis/Satuan Kerja.

b) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain
Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas
kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

c) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).

d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat
berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).

3) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan
Surat Tugas yang diberikan.



c. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar
hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka yang bersangkutan
diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020
tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang
Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3.  Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi
Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, masih tetap
berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian
dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.




